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BKN. Tanda Kehormatan. Satyalancana Karya
Satya. Pemberian. Pencabutan.

NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwa sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan, maka terhadap PNS yang
telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh
pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara
terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20
(dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun serta
memenuhi persyaratan lainnya, dapat diberikan tanda
kehormatan Satyalancana Karya Satya;

bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi
dalam pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya
Satya kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan
Kepegawaian Negara, diperlukan pedoman untuk
menentukan pemberian tanda kehormatan Satyalancana

Karya Satya dimaksud;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang
Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana
Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Badan Kepegawaian Negara;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5115);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara
Nomor 5258);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
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Menetapkan

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, yang
dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Badan Kepegawaian

Negara.

Pasal 2
PNS yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan
kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta
dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin
secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20
(dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, dapat

diberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.
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Pasal 3
Pemberian Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan pada:
a. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan

b. Hari Ulang Tahun Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, PNS yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan

tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya juga harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir
bernilai baik dengan ketentuan nilai capaian Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) dan masing-masing aspek perilaku
kerja paling kurang bernilai baik.

b. telah bekerja sebagai PNS secara terus-menerus paling
singkat:

1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian tanda
kehormatan Satyalancana Karya Satya Sepuluh
Tahun;

2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian tanda
kehormatan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh
Tahun; dan

3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian tanda
kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh
Tahun.

c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang
atau berat selama jangka waktu:

1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian tanda
kehormatan Satyalancana Karya Satya Sepuluh
Tahun;

2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian tanda
kehormatan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh
Tahun; dan

3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian tanda
kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh

Tahun.



